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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

P U T U S A N 

Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Subang, 17 Januari 1984, agama Islam, 

pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan TK, tempat 

kediaman di XXXXX, Kampung Wind Jaya, Distrik 

Kurik, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat; 

melawan 

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 10 Februari 1975, agama Islam, 

pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SD, tempat 

kediaman Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah 

Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dan 

sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan 

pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik 

Indonesia, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti 

Penggugat di Persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 

Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari 

itu juga dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, 

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Xxxxx tertanggal 31 Mei 

2017; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

milik orang tua Tergugat di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah 

Miring, Kabupaten Merauke;    

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 

dua orang anak yang bernama : 

a. Xxxxx, perempuan, berumur 18 tahun;   

b. Xxxxx, laki-laki, berumur 13 tahun; 

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;  

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2014 keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, 

yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup 

terpisah dari orang tua Tergugat di rumah sendiri dengan tujuan agar lebih 

mandiri, namun saat itu Tergugat menolak dengan alasan lebih baik tinggal 

bersama orang tua saja;   

5. Bahwa masih di bulan Juli 2014, Tergugat meminta izin kepada Penggugat 

ingin mencari kerja di pedalaman, namun sejak saat itu Tergugat tidak 

pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali;   

6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat 

dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak 

ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat; 

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada 

komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya 

suami dan isteri; 

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan 

datang; 

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara 

tersebut; 

 Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan 

yang amarnya sebagai berikut : 

Primer: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsider:  

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap 

sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak 

pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke 

tanggal 20 Juli 2022 dan tanggal 22 Agustus 2022 Ketidakhadiran Tergugat 

tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu 

alasan yang sah; 

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya 

perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun 

demikian, dalam persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya 

penasehatan agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak 

berhasil. 

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan 

yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga 

perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa 

(non-elektronik). 

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan 

Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Xxxxx tertanggal 31 Mei 

2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Alat bukti tersebut 

bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian 

diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1). 

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx yang dikeluarkan oleh an. Kepala 

Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, 

tanggal 19 Juli 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, 

dan cocok dengan aslinya (bukti P.2). 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Karyawan Toko, bertempat tinggal di Xxxxx, Kampung Waninggap Miraf, 

Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah Teman Penggugat; 

- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan Penggugat karena saksi 

tinggal satu lokasi dengan Penggugat dan pada saat Penggugat dan 

Tergugat menikah saksi juga hadir; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, 

setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

milik orang tua Tergugat di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah 

Miring; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua 

orang anak; 

- Bahwa selama bertetangga dan beteman dengan Penggugat dan 

Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat 

pertengkaran; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah sudah tidak 

harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman 

bersama;  

- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar pertengahan tahun 2014 

Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan 

namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar;  

- Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat pada pertengahan 

2014 karena pada saat Tergugat hendak pergi, saksi sedang main ke 

rumah Penggugat; 

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah 

kembali dan mengirimkan kabar berita yang hingga sekarang sudah 

berjalan 8 tahun lamanya tanpa ada komunikasi; 

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat, namun tidak pernah bertemu lagi dengan 

Tergugat; 

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak ada komunikasi. Selain itu,Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda 

yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat; 

- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya 

dengan baik dan tidak pernah menerima pinangan orang lain, untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai 

karyawati toko; 

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehai Penggugat tetapi tidak 

berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat 

dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 

Saksi 2, Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pendidikan SD, 

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxx, Kampung Waninggap Miraf, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, 

setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

milik orang tua Tergugat di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah 

Miring; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua 

orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis; 

- Bahwa saksi mengetahui mertua Penggugat kurang dekat dengan 

Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat dimarahi oleh mertuanya 

karena masalah makanan; 

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat telibat 

pertengkaran; 

- Bahwa Tergugat pernah mengeluh kepada saksi terkait rencananya 

untuk mandiri dan membangun rumah sendiri namun belum memiliki 

dana yang cukup, Tergugat juga mengeluhkan sikap orangtuanya 

yang tidak dapat menerima Penggugat;  

- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar pertengahan tahun 2014 

Tergugat pergi mencari pekerjaan namun hingga saat ini Tergugat 

tidak pernah mengirim kabar;  

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah 

kembali dan mengirimkan kabar berita yang hingga sekarang sudah 

berjalan 8 tahun lamanya tanpa ada komunikasi; 

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat, namun tidak pernah bertemu lagi dengan 

Tergugat; 

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak ada komunikasi. Selain itu,Tergugat tidak pernah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda 

yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat; 

- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya 

dengan baik dan tidak pernah menerima pinangan orang lain, untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai 

karyawati toko; 

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil 

karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan 

Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak 

diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan 

Tergugat dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana diuraikan di atas. 

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana 

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat 

tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20  ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara 

Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan 

pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan 

pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan 

Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Merauke sebagaimana bukti P.1 sehingga Pengadilan 

Agama Merauke berwenang mengadili perkara a quo sesuai Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua 

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. 

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, 

Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran 

Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan 

demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat 

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat. 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur 

Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 

Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap 

melakukan upaya penasehatan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 

Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan 

niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan 

bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah 

tangganya yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, 

hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan 

harmonis lagi yang disebabkan karena pada tahun 2014 Tergugat meminta izin 

kepada Penggugat ingin mencari kerja di pedalaman, namun sejak saat itu 

Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali. 

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan 

alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan 
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Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif, kehendak 

Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya.  

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara 

ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan 

Penggugat. Namun demikian, dengan memperhatikan asas larangan 

persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Majelis Hakim menilai 

bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak terikat oleh pembuktian 

formal yang terkandung dalam alat bukti tidak langsung berupa suatu 

pengakuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak serta-merta 

dapat dikategorikan sebagai suatu pengakuan yang bernilai sempurna, 

mengikat, dan menentukan (volledig, bindende, en beslissende bewijskracht), 

khususnya terhadap dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 

sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadannya. 

Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai pengakuan yang dikonstruksi dari 

ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bukti permulaan sehingga Penggugat 

tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan 

Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah 

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2014 dan 

tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya 

sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal”?. 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat 

mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim 

mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat. 

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 

berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah 

terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat 
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yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam 

ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (volledig 

bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka 

bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana 

ketentuan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (persona 

standi in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai 

yang diajukan Penggugat. 

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan yang menyatakan 

Tergugat telah pergi sejak bulan Juli tahun 2014 hingga sekarang sehingga 

meskipun bukti P.2 merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang 

termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim 

dalam menilai dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai Tergugat yang 

tidak diketahui keberadaannya. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok 

gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya 

tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi 

dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, 

sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan 

saksi-saksi tersebut. 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan 

keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber 

dari pengetahuan langsungnya, yang relevan dan menguatkan seluruh dalil 

gugatan Penggugat perihal Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat 

serta keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama sejak 

pertengahan tahun 2014 lalu, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, 

tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang serta 

hal-hal lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat 

tinggal. 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi 

syarat material pembuktian, saling menguatkan dengan bukti permulaan yang 
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dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Tergugat, dan bukti 

persangkaan yang dikonstruksi dari bukti P.2 sehingga segenap dalil gugatan 

Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut 

dinyatakan terbukti. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim 

menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tinggal bersama, dan 

sudah dikaruniai dua orang anak. 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena 

sudah 8 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai 

sekarang. 

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat 

tidak lagi menafkahi Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya di 

wilayah Republik Indonesia. 

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak 

berhasil. 

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan 

pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra 

Tergugat terhadap Penggugat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di 

persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis 

Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak hidup bersama telah berlangsung 8 

tahun lebih lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak 

pernah kembali ataupun mengirimkan khabar beritanya padahal sarana 

komunikasi saat ini begitu lancar maka kepergian Tergugat tersebut dapat 

dikategorikan tanpa ada alasan yang jelas atau dibenarkan oleh hukum. Sejak 

kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, 

tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak diketahui lagi keberadaanya.  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terdapat indikasi 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak 

harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, 
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sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang 

berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Majelis Hakim  menilai bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan 

tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah 

mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan 

dapat tercapai. 

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur 

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan 

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama 8 

tahun merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya 

lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas 

kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. 

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti 

memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat 

dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama 

adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas 

suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa 

talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan 

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain 

shugra. 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang  

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke Persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap 

Penggugat (Xxxxx);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);   

 Putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil ‘Ula 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, 

S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia 

Ratna Safitri, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful 

Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis 

ttd. 

 

Suparlan, S.HI., M.H 

 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

 

ttd. 

ttd. 

  Muhamad Sobirin, S.HI Novia Ratna Safitri, S.H 

Panitera Pengganti, 
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Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2022/PA.Mrk 

ttd. 

Saiful Mujib, S.H 

 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 160.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  PBT : Rp 80.000,00 

-  PNBP PBT : Rp 10.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 370.000,00 

   (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


